SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 539/Kep.1670-DPKP/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,
TBK CABANG TAMANSARI SEBAGAI BANK PENYALUR BANTUAN STIMULAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung pada Tahun
Anggaran 2023 mengalokasikan Bantuan Stimulan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
dalam pelaksanaannya memerlukan penyaluran
bantuan upah tenaga kerja kepada Kelompok
Penerima Bantuan melalui Bank Penyalur;

b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten, Tbk Cabang Tamansari telah ditunjuk
sebagai bank tempat penyimpanan uang Pemerintah
Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Wali
Kota Bandung Nomor 900/Kep.1566-BPKA/2018,
sehingga untuk memudahkan Penyaluran Bantuan
Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota
Bandung bank termaksud layak ditunjuk sebagai
Bank Penyalur Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 yang
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota  tentang
Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai
Bank Penyalur Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);



Menetapkan
KESATU

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor
13);

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2022 Nomor 7);

12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 119 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Bandung
Tahun 2021 Nomor 119);

13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 86);

14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2022 Nomor 130) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali
Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023

Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Bank
Penyalur Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.



KEDUA . PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Tbk. Cabang Tamansari yang mendapat penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib
mematuhi dan menjalankan Ketentuan dan Kebijakan
Pemerintah Daerah Kota Bandung.

KETIGA . Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT :  Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 3 Juli 2023

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEP BAGIAN HUKUM

NIP. 19760604 200604 1 002



